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ABSTRAK

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah tetapi tidak hanya ibadah mahdah
melainkan ibadah ijtima’iyah. Karena zakat pada dasarnya adalah untuk
merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Zakat profesi
merupakan salah satu bentuk zakat baru yang saat ini sedang berkembang di
masyarakat, akan tetapi masih terjadi banyak perbedaan pendapat dalam
permasalahan-permasalahan mengenai hukum zakat profesi ini. Hal ini telah
dikaji oleh lembaga besar di Indonesia yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan
Dewan Hisbah Persis.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi
perbedaan dan persamaan hukum zakat profesi antara Majelis Tarjih
Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis, serta bagaimana metode istinbat dan
dasar hukum zakat profesi menurut kedua lembaga tersebut. Jenis penelitian yang
digunakan adalah kepustakaan (library research), dengan menggunakan
pendekatan normatif-yuridis. Teknik pengumpulan data penulisan ini
menggunakan sumber primer dan sekunder, sedangkan analisis datanya
menggunakan metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang berangkat dari
pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat
khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detil-detil
pemahaman yang ada dalam berbagai teks sedangkan metode komparatif, yaitu
metode penelitian deskriptif untuk mencari pemecahan melalui analisa tentang
perhubungan-perhubungan sebab-akibat. Dengan metode ini penyusun berusaha
meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti dan
membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya. Dalam skripsi ini,
perbandingan yang dimaksud adalah pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan
Dewan Hisbah tentang hukum zakat profesi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hukum zakat profesi menurut
Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah wajib. Dasar hukum yang digunakan

adalah keumuman ayat 267 surat al-Baqarah Kata ) 5883 dalam surat al-Bagarah
ayat 267 di atas merupakan bentuk kata perintah fi’il amr, sehingga kata tersebut

berfaedah wajib. Selanjutnya kata e—uﬂsu mengandung hukum kully yang
mencakup semua hasil usaha manusia termasuk profesi di dalamnya. Sedangkan
menurut Dewan Hisbah Persis hukum zakat profesi adalah tidak wajib dan hanya
memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil
profesi, hanya dikenai kewajiban infaq yang besarannya tergantung kebutuhan
Islam terhadap harta tersebut. Dasar hukum yang digunakan adalah bahwa wajib
infagnya itu tidak dikaitkan dengan perintah pada surat al-Baqarah 267. Ayat
tersebut Ulama Hisbah bawa pada pemahaman zakat untuk hasil usaha atau hasil
pertanian sementara infaq di sini Ulama Hisbah bawa pada makna semantiknya,
yakni “lewat dan habis” atau dengan kata lain membelanjakan harta yang dimiliki
untuk jalan Allah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba‘ B be
O ta‘ 0 te
< sa S Es (dengan titik di atas)
@ jim J je
z ha“ h ha (dengan titik di bawah)
t kha' kh ka dan ha
J dal d de
3 zal z zet (dengan titik di atas)
D ra‘ r er
B zai z zet
B sin S es
Ui‘ syin sy es dan ye
) sad S es (dengan titik di bawah)
) dad d de (dengan titik di bawah)
L ta“ t te (dengan titik di bawah)
L za* z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik di atas
& gain g -
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s fa* f -

A3 gaf g -

& kaf k -

d lam | -

e mim m -

) nun n =

9 wawu w :

- ha h -

s hamzah \ apostrof
& ya’ y -

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

(de=tia Muta’aqqidain

3ic ‘Iddah
3. Ta’ Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

da Hibah

YERES Jizyah
b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

) Ao Ni’matullah
HkdllB\S ) zakatul-fitri
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4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
______ Fathah A A
______ I I

Kasrah
. Dammah U U

5. Vokal Panjang
a. Fathah dan alif ditulis a

lala  ahiliyyah
b. Fathah dan ya mati di tulis a

(= Yas’a
c. Kasrah dan ya mati ditulis i

- e

d. Dammah dan wawu mati u

e Majid

U298 Furud

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

ES-‘-‘-' Bainakum

b. Fathah dan wawu mati au

d jg Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan
apostrof
e:‘:’“ A’antum
?3 SE oY Latin syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

o) Al

Al-Qur'an

X



9.

10.

w\#\ Al-Qiyas
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.
91‘“““‘]‘ As-sama’
M\ Asy-syams

Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang
berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf
awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

= )ﬂ\ &9 Zawi al-furud
4l dﬁ\ Ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat
berfungsi untuk membentuk kesalehan muslim dari sisi pribadi maka zakat
berfungsi membentuk kesalehan sosial, inilah salah satu dari tujuan
diturunkannya risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Begitu pentingnya
fungsi dan status zakat dalam syari’at Islam sehingga al-Qur’an menegaskan
kewajiban zakat bersama shalat di 82 (delapan dua) ayat.' Apabila shalat
disebut sebagai ibadah badaniyah maka zakat disebut sebagai ibadah maliyah.
Jadi zakat oleh para ulama dikategorikan sebagai ibadah, yaitu tata cara
manusia mengabdi kepada Allah SWT, artinya penunaian kewajiban zakat
dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal.”

Islam menempatkan harta atau dalam bahasa Arab disebut ma/ yang
berarti condong - sebagai kebutuhan esensial (ad-daruriyyat) bagi kehidupan
manusia, sebab ketika seseorang susah makan maka ia bisa melakukan apa
saja yang bersifat negatif hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan dasarnya

itu, bahkan dapat menggadaikan atau menjual akidah atau agamanya.’ Filosofi

! As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Bayan, 1986), III: 5.
2 Mubyarto, Islam dan Kemiskinan, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 39.

3 Ahmad Rofiq, Reformasi Zakat dan Manajemennya, makalah disampaikan dalam

Pendidikan dan Penelitian Manajemen Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA),
Kabupaten Temanggung di Kampus STAINU Temanggung, tanggal 7 Desember 2005. hlm. 1.



zakat adalah agar tidak terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang
secara ekonomi mengalami kekurangan, dan yang lebih penting adalah agar
harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja. Hal ini sesuai dengan

firman Allah :
4553‘”;\_.31(;;‘)1\0395\1}30)53‘2%;

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (zakat mal), sudah diatur
pokok-pokoknya baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah Rasulullah SAW,
yaitu berupa hasil bumi, hasil pertenakan, barang yang diperdagangkan, emas,
perak dan uang. Penjabaran ini nampaknya kurang relevan lagi dengan
keadaan sekarang.

Kenyataan membuktikan bahwa pada saat ini banyak pekerja profesional
yang berpenghasilan cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah
dalam waktu relatif singkat.’

Orang-orang kaya atau mampu memperoleh kekayaan mereka antara lain
karena penghasilan atas profesi mereka. Sebagaimana diketahui berbagai
profesi seperti dokter, manajer, pejabat negara, dosen, karyawan dan lain-lain
pada masa sekarang ini mereka umumnya digaji ~mahal sehingga
memungkinkan mereka hidup sejahtera dalam hal materi. Dari sudut keadilan,

perbedaan terhadap kekayaan itu tidak sesuai. Semua dalil tentang harta yang

* Al-Hasyr (59) : 7

> Muhammad, Zakat Profesi (Wacana Pemikiran Dalam Figh Kontemporer), cet. 1,
(Jakarta: Salemba, 2002), hlm. 3.



wajib dizakati seperti yang diungkapkan Yusuf al-Qardawi, tidak
membedakan satu kekayaan dengan kekayaan yang lain®

Apabilah dilihat dari sejarah perkembangan figh zakat, maka disitu tidak
ditemukan adanya penegasan zakat profesi padahal zakat profesi seperti juga
zakat lainnya yang dapat menjadi salah satu sumber dana yang cukup besar
dan pontensial serta rutin untuk mendukung usaha terwujudnya keadilan
sosial. Dalam prakteknya, zakat ini nampaknya masih merupakan suatu yang
langka dalam masyarakat kita. Di antara faktor penyebabnya adalah karena
adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Oleh karena itu,
zakat profesi ini disamping belum membudaya secara merata dalam
masyarakat yang telah berjalanpun mengalami permasalahan bahkan
tantangan dalam mengaktualisasikannya.

Persoalan mengenai zakat profesi ini telah beberapa kali dibahas oleh
Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar yang
anggotanya telah tersebar di Indonesia. Hal ini terbukti dengan diangkatnya
tema ini dibeberapa Muktamar dan dalam musyawarah di berbagai wilayah.
Salah satu hasil Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI yang diselenggarakan
di kota Malang tanggal 12-16 Februari 1989, adalah tentang zakat profesi.
Sebagian besar muktamirin berpendapat bahwa zakat profesi hukumnya wajib.
Oleh karena belum ada keputusan final tentang persoalan tersebut, kemudian
baru pada Munas Tarjih Muhammadiyah XXV di Jakarta tanggal 5-7 Juli

2000 berhasil menetapkan bahwa zakat profesi adalah wajib. Nisabnya

% Yusuf al-Qardawi, Figh az-Zakah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), I: 166-167.



ditentukan setara dengan 85 gram emas murni 24 karat dan kadar zakatnya
2,5%.” Meskipun zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang
ditampilkan oleh ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahtraan umum bagi
masyarakat, namun harus diakui bahwa zakat sangat penting dalam arti dan
kedudukannya karena merupakan titik sentral dari sistem tersebut.®
Lain Majelis Tarjih Muhammadiyah lain pula Dewan Hisbah Persis.
Dalam sidangnya yang ke-5 pada tanggal 26-27 Rabi al-Awal 1412 H atau 5-6
Oktober 1991 di Bandung. Untuk memperkuat hasil keputusannya Dewan
Hisbah mengadakan sidang pada 15 Sya’ban 1423 H atau 22 Oktober 2002
di Bandung. Ulama Hisbah memutuskan bahwa zakat adalah ibadah mahdah,
sedangkan harta dan penghasilan yang harus dizakati adalah: emas dan perak,
uang sebagai simpanan yang nisabnya sama dengan emas, Zira'ah, yakni
segala macam hasil bumi (pertanian), Ma adin, yakni segala macam jenis
barang tambang, Rikaz, yakni temuam berupa harta karun, Binatang ternak,
berupa unta, kambing (biri-biri), dan sapi (kerbau), 7ijarah atau harta
perdagangan.
Sedangkan harta yang tidak termasuk dalam ketujuh macam di atas
termasuk hasil usaha jasa profesi tidak dikenai kewajiban zakat, tetapi dikenai

kewajiban infaq yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta

7 Muhammad, Zakat Profesi. Lihat juga Himpunan Putusan Majelis Tarjih Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Kota Madya Malang, hlm. 316.

¥ Ali Yafie, Menggagas Figh Sosial, (Bandung: Mizan, 1994), him. 233.



tersebut.” Lebih jauh mereka mengatakan bahwa besar kecilnya kadar infaq
yang harus dikeluarkan ditentukan oleh imam."°

Berangkat dari gambaran umum di atas, penyusun tertarik untuk
mengadakan penelitian terhadap hukum zakat profesi menurut Majelis Tarjih
Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis. Yang diketahui pada saat ini
dilaksanakan oleh anggota Muhammadiyah, Persis khususnya dan masyarakat
luas umumnya, sehingga nantinya banyak Ulama dan Lembaga Islam yang
lain berperan dalam mensosialisasikan zakat profesi ini untuk bisa

dilaksanakan sesuai dengan ajaran syari’at Islam.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka pokok masalah
yang di angkat dari skripsi ini adalah:
1. Mengapa terjadi persamaan dan perbedaan hukum zakat profesi antara
Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis?
2. Bagaimana metode istinbat dan apa dasar hukum yang digunakan oleh

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis?

? Putusan Sidang Dewan Hisbah Persis yang ke-5, pada bulan Oktober 1991, di Bandung.

" M. Ramli, Perbedaan Pendapat Para Ulama Zakat Antar Ta’lily dan Ta’abudy,
Makalah Persidangan Hisbah Persis, (Bandung: PP Persis, 5 Oktober 1991), him. 4.



C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuannya meliputi:

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan terjadinya perbedaan dan persamaan
hukum zakat profesi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan
Hisbah Persis sebagaimana terdapat dalam hasil ijtihadnya.

2. Untuk menjelaskan metode istinbat yang digunakan dan dasar hukum yang
diambil oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis
dalam penetapan hukumnya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan yang semakin
bertambah pada zaman sekarang dan semakin komplek.

2. Berguna sebagai bahan perbandingan dalam pelaksanaan zakat profesi di
Muhammadiyah dan di Persis.

3. Berguna sebagai bahan acuan bagi peneliti ataupun akademis yang

bermaksud mengkaji permasalahan yang serupa.

C. Telaah Pustaka
Berbagai penelitian tentang zakat profesi ini telah banyak dilakukan.
Di antara buku hasil penelitian yang telah diterbitkan adalah buku yang ditulis
oleh Pusat Zakat Umat yang berjudul Petunjuk Zakat Praktis. Dalam buku
tersebut  disebutkan tentang pengetahuan dan kemudahan baik kepada

muzakki (orang yang mampu membayar zakat) maupun kepada pengelola



zakat (amil zakat) bahkan masyarakat umumnya.!" Kajian tentang zakat
profesi ini telah dilakukan oleh Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya Fighuz az-
Zakah. Al-Qardawi menjadikan bahasan mengenai zakat pencarian dan profesi
dalam bab tersendiri.'?

Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di
Jakarta Pada tahun 2000 yang berjudul Zakat Profesi dan Zakat Lembaga. Di
dalamnya membahas tentang hukum zakat profesi dan menjelaskan tentang
nisab, kadar zakat profesi serta landasan hukumnya (dalil).”® Dan Keputusan
Sidang Dewan Hisbah yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 2002,
yang berjudul Zakat Profesi dan Ketentuan 2,5% untuk Zakat Ttijarah. Dalam
putusan tersebut menetapkan dasar hukumnya, zakat termasuk ibadah
mahdah, harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil profesi,
dikenai kewajiban infaq yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap
harta tersebut.'*

Syamsul Anwar, dalam bukunya yang berjudul Studi Hukum Islam
Kontemporer menjelaskan tentang pengertian dan dasar landasan hukum zakat

profesi, masalah haul, nisab, kadarnya, dan cara mengeluarkan zakat profesi.15

""" Pusat Zakat Umat, Petunjuk Zakat Praktis, Cet. Ke-I1 (Bandung: Pusat Zakat Umat,
2006).

2 Yusuf al-Qardawi, Fighuz Zakah, alih bahasa oleh Salman Harun dkk., Cet. Ke-10
(Bogor: Litera Antar Nusa, 2007).

3 Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah, Zakat Profesi dan

Zakat Lembaga, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,2000).

""" Keputusan Sidang Dewan Hisbah, Zakat Profesi dan Ketentuan 2,5% Untuk Zakat
Tijarah, (Bandung: Dewan Hisbah Persatuan Islam, 2002).



Sementara dalam buku Pedoman Zakat Praktis, yang ditulis oleh Dewan
Syariah Laziz Muhammadiyah, disebutkan bagaimana cara menghitung zakat
dari berbagai macam kewajiban zakat umat Islam."®

Beberapa karya tulis yang berupa skripsi yang berkaitan dengan
masalah ini antara lain Pelaksanaan Zakat Profesi Di Muhammadiyah Cabang
Keduh Daerah Temanggung, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat
profesi yang dilaksanakan oleh Ormas Islam yakni Muhammadiyah
khususnya.'”

Skripsi lain yang secara spesifik membahas mengenai argumentasi
metodelogis zakat profesi ditulis oleh Miftahulhaq berjudul Argumentasi
Metodelogis Zakat Profesi dalam Muhammadiyah. Dalam skripsi ini dibahas
tentang proses argumentasi metodelogis dalam zakat profesi.'® Skripsi lainnya
adalah yang ditulis oleh Laeli Farchah, Metodelogi Penetapan Nisab Pada
Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi. Dalam skripsi ini

dibahas tentang metode penetapan nisab pada zakat hasil profesi. "

5" Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, Cet. Ke-1 (Jakarta: RM Books,

2007).
' Dewan Syariah - Laziz Muhammadiyah, Pedoman Zakat Praktis, Cet. Ke-l.
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004).

7 Muhammad Fauzi Purwoko, Pelaksanaan Zakat Profesi di Muhammadiyah Cabang
Keduh Daerah Temanggung (Studi Perspektif Hukum Islam), (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006) , tidak diterbitkan.

'8 Miftahulhaq, Argumentasi Metodelogis Zakat Profesi Muhammadiyah, (Yogyakarta:
Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2002) tidak diterbitkan.

" Laeli Farchah, Metode Penetapan Nisab Pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran
Yusuf al-Qardawi, (Yogykarta: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2003),
tidak diterbitkan.



Kemudian skripsi yang cukup baru yang penyusun temukan adalah
skripsi yang berjudul Metode Penetapan Hukum zakat Profesi (Studi
Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Jalaluddin Rakhmat)
yang ditulis oleh Suriadi, dalam skripsi ini disinggung tentang perbedaan-
perbedaan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum zakat profesi.?’

Berdasarkan tela’ah terhadap karya penelitian di atas maka belum ada
topik seperti yang penulis ajukan yang secara khusus membahas tentang
hukum zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan
Hisbah Persis. Karena itulah penyusun tertarik untuk mencoba mengkaji

secara mendalam tentang masalah ini.

F. Kerangka Teoretik
Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya
membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari Allah dan merupakan risalah
rabbaniyah terakhir. Hal ini terlihat dari perhatian Islam yang sangat besar
dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan menyantuni kaum
papa tanpa didahului gerakan menuntut hak-hak kaum miskin.*'Maka
tidaklah mengherankan apabila zakat disyari’atkan oleh Allah dan merupakan

pilar pokok Islam yang ketiga.

* Suriadi, Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi (Studi Komparasi Terhadap

(Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Jalaluddin Rakhmat), (Y ogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006), tidak diterbitkan.

! Muhammad, Zakat Profesi (Wacana Pemikiran Dalam Figh Kontemporer), Cet. Ke-I,
(Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), hlm. 16.
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Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar masdar
dari kata kerja zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu
itu zaka berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang dan seseorang itu zaka
berarti orang itu baik.

Secara istilah, meskipun Ulama mengemukakan dengan redaksi yang
agak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya akan tetapi pada
prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan
persyaratan tertentu,yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk
diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu

pula.

Sebagian ulama menilai bahwa zakat termasuk urusan ibadah maka
tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sedangkan sebagian
lain menilai bahwa meskipun zakat termasuk urusan ibadah, namun bukan
ibadah mahdah melainkan ibadah maliyyah ijtima’iyyah. Sifat ibadah ini tidak

statis sehingga berlaku 7j¢ihad di dalamnya.

Profesi dalam kamus bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang
berdasarkan pendidikan keahlian tertentu.” Adapun zakat profesi merupakan
jenis zakat yang belum secara rinci dan jelas disebutkan dalam nass baik al-
Qur’an maupun al-Hadis, oleh karena itu zakat profesi merupakan masalah

yang berpeluang dilakukan 7jtihad. Berdasarkan hadis Mu’adz bin Jabal

*2 Didin, Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Moderen, (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), hlm. 34.

2 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta:
Modern Inglish Press, 1991), hlm. 1192.
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ketika diutus Rasulullah SAW ke Yaman, ada tiga tahap penetapan hukum
dalam Islam. Menetapkan dengan al-Qur’an, jika ada aturannya disana. Jika
tidak ada, mencari dalam as-Sunnah. Jika tidak ada dalam kedua-duanya,

maka berijtihad dengan al-Ra’yu**

Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada nassnya dalam al-Qur’an
dan as-Sunnah seperti hukum zakat profesi, maka dapat dicari hukumnya
melalui beberapa metode-metode 7jtihad seperti giyas, maslahah mursalah,
istihsan, istishab dan sebagainya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para

ulama mujtahid terdahulu.

Zakat profesi diartikan sebagai zakat yang dikeluarkan dari hasil
usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak

dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.

Karena tidak ada dalil yang jelas dan tegas tentang zakat profesi,
maka umumnya mereka beristidlal tentang zakat profesi ini pada firman

Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 267:

25 aieSle Canla (g 158 1 gial (0 Al

Apa yang diperoleh seseorang lewat profesi adalah termasuk usaha

yang baik. Oleh karena itu hukumnya telah tercakup pada keumuman ayat

** Ahmad Ibn Hambal, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, (Beirut: Dar al-fikr, t.t), V:
236 dan 242.

» Al-Baqarah (2): 267.
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tersebut. Dalam ayat tersebut terdapat perintah pengeluaran sebagian dari
perolehan yang ditetapkan oleh Allah sebagai konsekuensi iman karena ayat
tersebut ditujukan kepada golongan yang beriman. Dalam al-Qur’an banyak
sekali ayat yang mengungkapkan zakat dengan ungkapan “mengeluarkan
sebagian dari perolehan” itu. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan
“menafkahkan” di atas adalah “menzakatkan”. Dalam hal ini tidak ada
perbedaan pendapat di antara para ulama, baik ulama sa/af maupun khalaf.

Mereka sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah “zakat” 2

Kemudian apabila dilihat dari nass ayat tersebut di atas. Maka kata
ma adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang
artinya “apa saja”. Jadi ma kasabtum artinya “sebagian dari hasil (apa saja)
yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah semua macam
penghasilan termasuk dalam hal ini adalah penghasilan profesi terkena wajib
zakat berdasarkan ayat tersebut di atas. Dengan ketentuan bahwa penghasilan

itu telah memenuhi syarat untuk dikenai zakat atau telah mencapai nisab.”’

Dalam kajian antara zakat profesi dan ayat tersebut, Yusuf al-

Qardawi menjelaskan:

Kata ma kasabtum merupakan kata umum yang artinya mencakup
segala macam usaha perdagangan ataupun pekerjaan dan profesi.
Ulama figh berpegang pada keumuman maksud ayat tersebut sebagai
landasan zakat perdagangan yang oleh karena itu tidak perlu ragu

221.

% Yusuf al-Qardawi, Figh az-Zakah, I: 137.

" Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, Cet. Ke-7, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm.
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memakainya sebagai landasan zakat pencarian dan profesi. Bila ulama
figh telah menetapkan setahun sebagai syarat wajib zakat perdagangan,
maka itu berarti antara pokok antara harta dengan laba yang dihasilkan
tidak boleh dipisahkan karena laba dihasilkan dari hari-kehari bahkan
dari jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang
diperoleh secara utuh, tertentu, dan pasti.”®

Dari uraian tersebut, tidak perlu diragukan lagi bahwa keumuman ayat

tersebut menjadi dalil yang pasti atas wajibnya zakat profesi.

Dari sisi lain, pewajiban itu bisa juga dilihat dari sudut giyas.
Sebagaimana pendapat Muhammad al-Ghazali yang dikutip Yusuf al-
Qardawi, bahwa yang dimaksud giyas itu adalah siapa yang mempunyai
pendapatan tidak kurang dari pendapatan seseorang petani yang wajib zakat
maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut
tanpa sama sekali mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan-
persyaratannya. Berdasarkan hal itu seorang dokter, advokat, insinyur,
pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sebagainya wajib mengeluarkan
zakat dari pendapatan yang besar.”’ Dari beberapa metode ijtihad itu
tanpaknya giyas merupakan peranan yang sangat penting untuk membantu

pemecahan masalah tersebut.*

Dalam hal ini Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwa selama

sebab 7//lah dari dua hal memungkinkan diambil hukum g7yas, maka tidak

2 Yusuf al-Qardawi, Figh az-Zakah, I: 538-539.
¥ Ibid., 1: 543.

3 Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Figh Islam, Cet.
ke-3, (Bandung: al-Ma’rifah, 1993), hlm. 66.
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benar untuk tidak memberlakukan giyas tersebut dan tidak menerima

hasilnya.

Di sini 7//lah hukumnya juga harus ada, sebab 7//ah mempunyai peran
yang amat besar dalam penetapan hukum. Dengan kata lain di mana ada 7//ah
di sana ada hukum, dan apabila 7//ah itu tidak ada, maka disitu hukumpun
tidak ada. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum figh:

31\.40.1::} \Jﬁ)ﬁﬂ\@)}lﬁéﬂ\

Terlihat sekali bahwa metode giyas menjadi salah satu strategi
sistematis dan rasional yang digunakannya. Hal ini adalah sah-sah saja sebab
dalam hukum Islam sebagaimana nampak dalam pemikiran as-Syafi’i, giyas

merupakan salah satu metode yang boleh dipergunakan.

Lebih kuat dari sekedar giyas tersebut, demikian Yusuf al-Qardawi,
ialah memahami pendapat para sahabat, tabi’in, dan ahli figh sesudah
mereka. Para sahabat dan tabi’in, itu adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud,
Mu’awiyah, ‘Umar Ibn ‘Abdul Aziz dan yang lainnya. Para fuqaha antara lain
al-Auza’l, Imam Ahmad, Imam empat mazhab yang lainnya, Mazhab Daud
dan lainnya. Mereka ini berbeda pendapat dalam masalah Aau/, tetapi satu hal
yang harus digaris bawahi bahwa perbedaan mereka tentang haul itu bukan
merupakan unsur subtansial yang sama sekali keluar dari ruh diwajibkannya

zakat penghasilan. Dengan kata lain dalam konteks ini Yusuf al-Qardawi

31 Ibid., hlm. 550.
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memandang bahwa pendapat mereka itu pada prinsipnya juga

mengisyaratkan perlunya zakat profesi.

Dalam permasalah nisab zakat Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa
zakat profesi dianalogikan pada kadar zakat emas, yaitu 85 gram tanpa
mempersyaratkan Ahaul. Hal ini sejalan dengan keputusan Majelis Tarjih
Muhammadiyah yang telah memutuskan bahwa kadar nisab zakat profesi
adalah senilai dengan 85 gram emas 24 karat. Pendapat tersebut diperkuat
oleh Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf
dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Mas’ud, khalifah Muawiyah

dan Umar bin Abdul Aziz.

Sementara itu, menurut pandangan al-Ghazali yang dikutip oleh
Yusuf al Qardawi cenderung mengukur menurut ukuran tanaman dan buah-
buahan. Bahwa siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan
seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib
mengeluarkan zakat. Artinya siapa yang mempunyai pendapatan lima wasaq
atau 750 kg dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti

gandum, wajib berzakat.

Selanjutnya tentang persoalan kadar zakat profesi, para ulama dari
mulai sahabat, tabi’in, dan para fugaha’ diantaranya Abdullah Ibnu Mas’ud,
Mu’awiyah, ‘Umar Ibn ‘Abdul Aziz, dan pemikir Islam moderen yaitu Yusuf
al-Qardawi berpendapat bahwa kadar zakat profesi adalah 2,5%. Umumnya

mereka menganalogikan dengan zakat uang maka tidak ada lagi alasan untuk



16

tidak menganalogikannya selain emas. Sementara ulama lain mengemukakan
bahwa kadar zakat profesi adalah 5% karena digiyaskan dengan zakat
pertanian. Apabila dasar hukum wajibnya zakat profesi digiyaskan dengan
zakat pertanian maka dalam kadar zakatpun digiyaskan kepadanya. Pendapat

ini merupakan pendapat yang dipakai Muhammad al-Ghazali.**

Diungkapkan oleh al-Qardawi yang dikutip oleh Muhammad, bahwa
penganalogian zakat profesi kepada pemberian atau gaji yang diberikan oleh
khalifah kepada tentara lebih kuat dari penganalogian kepada hasil pertanian.
Menurutnya yang lebih tepat dianalogikan kepada hasil pertanian adalah
pendapatan dari gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan sejenisnya berupa modal-

modal yang memberikan penghasilan sedangkan modal tersebut tetap utuh.”?

Pengelolaan zakat selama ini yang telah dilakukan oleh umat Islam
melalui lembaga-lembaganya tiada lain adalah sebagai realisasi pelaksanaan
perintah-perintah agama termasuk juga zakat profesi ini, yang antara lain

terdapat dalam al-Qur’an.
Ml agiS Y an Hekali 48 am agll sal (e 25

a2 55 Al all s Lesle. Cpl el (€ Leadll g o280 G sl Lt
) e duday i dasad) Gl ) s Ay e el s QBN S
35&5&&3&4&\)

32 Muhammad, Zakat Profesi (Wacana Pemikiran Dalam Figh Kontemporer), Cet. Ke-1,
(Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 66.

3 Ibid., 67.

3 Al-Taubah (9): 103.
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Selain merupakan dasar bagi pertimbangan maslahat umat dalam
zakat, dalil-dalil tersebut yang menyebutkan amil dan menggambarkan
adanya proses penghimpunan tersebut dapat juga merupakan dasar bagi
pendirian amil-amil zakat. Dengan demikian penjangkauan terhadap jenis-
jenis harta selain yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an dan as-
Sunnah bukan berarti menyalahi aturan Allah SWT karena sesungguhnya
penjangkauan terhadap jenis harta baru (al-Mal al-Mustafad) itu berpegang
dengan zahir nass atau melalui giyas dengan mengembangkan 7//ah wajib

zakat pada jenis-jenis harta yang sudah ada aturannya.

. Metode Penelitian
Adapun metodelogi penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi
ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu
menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan
penelitian sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu
buku-buku yang terkait dengan permasalahan baik kitab karya-karya
ulama dan para sarjana lain, majalah, artikel, dan sebagainya. Sedangkan
untuk sumber data tersiernya didapatkan dari kamus-kamus dan

ensiklopedi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3% Al-Taubah (9): 60.
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2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian skripsi adalah deskriptif-komparatif, yakni
penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian dan melakukan
pengkajian terhadap hukum zakat profesi dalam keputusan Majelis Tarjih
Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis, kemudian dilakukan
perbandingan dalil atau metode untuk memperoleh berbagai persamaan
dan perbedaan hukum zakat profesi guna memperoleh hasil penelitian
yang bisa dipertanggung jawabkan.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan
skripsi ini adalah pendekatan normatife-yuridis, yaitu pendekatan untuk
memahami suatu pokok masalah yang terjadi kemudian dianalisa guna
mengetahui ada tidaknya relevansi penerapannya pada saat ini, serta
kesesuaiannya dengan aturan hukum mengenai zakat yang berlaku di
Indonesia.
4. Analisis Data
Secara = teoretik, analisis data adalah proses menyusun,
mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan
maksud untuk memahami maknanya.’® Selanjutnya analisis data pada
penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memperhatikan dan

mencermati data secara mendalam dengan menggunakan metode deduktif

36 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm.
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untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang
dibahas. Di samping itu digunakan pula metode komparatif,’’ yaitu
membandingkan data mengenai dalil dan alasan Majelis Tarjih
Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis mengenai hukum zakat profesi.
untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan serta mengetahui pendapat

manakah yang lebih relevan dengan kehidupan masa kini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu disusun
sistematika penulisan dengan asumsi dasar masing-masing bab memiliki
keterkaitan logis antara satu dengan lainnya.

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang di dalamnya mendiskripsikan
tentang pokok-pokok persoalan yang dituangkan dalam penelitian tersebut
meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, tela’ah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika
pembahasan.

Sementara Bab kedua berisi tentang tinjauan umum zakat profesi.

Dalam bab ini penyusun menguraikan teori tentang zakat profesi secara umum

37 Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang
sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembanding
terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Dengan kata lain Komparasi adalah usaha
untuk membandingkan sifat hakiki dalam penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih
tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga
hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Lihat, Muh. Nasir, Metode Penelitian,cet ke-
3, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), him.68.
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antara lain meliputi; pengertian dan dasar hukum, objek zakat dan nisabnya
sehingga diketahui data perihal apa saja yang terkait dengan zakat profesi.

Kemudian Bab ketiga berisi tentang pandangan Majelis Tarjih
Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis mengenai zakat profesi baik dari
segi metode istinbat, hasil maupun dari segi pengambilan dalilnya sehingga
memudahkan penyusun dalam mengetahui perbedaan dan persamaan antara
keduanya.

Sementara itu pada bab keempat penulis menjelaskan tentang
persamaan dan perbedaan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah
Persis tentang zakat profesi yang telah didapatkan setelah melakukan analisis
dari data-data awal dari bab-bab terdahulu antara keduanya dengan
menggunakan metode komparasi sehingga akan mempermudah penyusun
dalam mengambil kesimpulan.

Bab kelima, pada bagian ini merupakan bab penutup yang meliputi:
kesimpulan, saran serta daftar pustaka. Dalam bab ini disimpulkan persamaan
dan perbedaan serta faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya perbedaan

perspekstif tentang zakat profesi dari dua lembaga tersebut.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Persamaan dan Perbedaan
Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis sepakat
dalam penetapan hukum zakat profesi:

a. Keduanya sama-sama menggunakan dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah
yang berkaitan dengan zakat sebagai rujukan dalam penetapan
hukumnya.

b. Majelis Tarjih Muhammadiyah menerima giyas karena giyas
merupakan Jj¢tihad dalam usaha menetapkan hukum suatu masalah yang
belum ada ketentuan hukumnya dengan menyamakan hukum suatu
masalah yang telah ada hukumnya berdasarkan nass, karena ada
persamaan i/lah antara kedua hukum dan kedua masalah tersebut
dengan catatan bukan masalah ibadah mahdah, sedangkan Dewan
Hisbah Persis tidak menerima giyas dalam ibadah mahdah, akan tetapi
dalam masalah-masalah ibadah ghairu mahdah, giyas dapat diterima
selama memenuhi persyaratan giyas.

c. Majelis Tarjth Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis menggunakan
pendekatan Maslahah al-Mursalah (maqashid syari’ah) dalam penetapan
hukumnya, dengan maksud mencapai, menjamin dan melestarikan
kemaslahatan bagi umat manusia. Khususnya umat Islam. Dengan

memperhatikan al-Dharuriyyat, al-Hajiyyat, al-Tahsinat. Dharuriyyat
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yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam memperhatikan
kemaslahatan umat.
Perbedaan antara Zakat Profesi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan
Dewan Hisbah Persis terletak pada:

Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa Zakat Profesi
hukumnya wajib. Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24
karat, kadar Zakat Profesi sebesar 2,5%. Sedangkan Dewan Hisbah
Persis menetapkan bahwa Zakat Profesi tidak terkena kewajiban zakat,
tetapi hanya dikenai kewajiban infaq yang besarnya tergantung
kebutuhan Islam terhadap harta tersebut, dan pimpinan jam’iyyah
dapat menetapkan besarnya infaq. Jadi hasil 7jtihad Dewan Hisbah
Persis memperkuat pendapat Ulama pendahulu dengan tetap
mempertahankan sikap tradisionalisme dalam peribadatan namun
mampu mengakomodir dinamika melalui kewajiban infaq sebagai
kewajiban ‘aridl yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisional umat
Islam.

b. Majelis Tarjih Muhammadiyah beraliran a/-Ra’yu (nalar) sedangkan
Dewan Hisbah beraliran tekstualis (tradisionalis).
2. Metode Istinbat dan dasar hukum
a. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam istinbat hukumnya menggunakan
metode pendekatan dan teknik. Metode yang digunakan Majelis Tarjih

adalah;
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- Metode Bayani (semantik) yaitu, metode analisis pemahaman makna

lafal. Dalam konteks zakat profesi. Analisis pemahaman lafal dilakukan
pada kata e:‘-‘-'-“s L dan a@‘}“\ termasuk dalam analisis bayani ini

adalah metode analisis makna lafal sesuai bentuk dan cakupan

maknanya. Yaitu analisis lafal ‘amar dalam ayat 267 al-Baqarah dan

103 ayat al-Taubah, serta analisis lafal ‘am dan khas pada kata e:‘-‘-ws L

dan e-@J\ )A\

- Metode Ta’lily (rasionalistik) yaitu, metode penetapan hukum yang
menggunakan pendekatan penalaran. Pola penafsiran metode ini
bertumpu pada illah yang diyakini berada pada kandungan ayat atau
hadis yang menjadi tambatan ditetapkannya suatu norma hukum.

- Metode Istislahi (filosofis) yaitu, Metode ini merupakan metode
analisis hukum dengan menghimpun berbagai ayat dan hadis, yang
saling berkaitan untuk ditarik sebagai prinsip-prinsip umum. Prinsip
umum ini dideduksikan kepada kasus baru yang tidak bisa
diselesaikan dengan nass spesifik. Proses analisis ini juga dapat
disebut analisis maslahah al-mursalah. Dengan kata lain, metode ini
merupakan metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan
kemaslahatan.

b. Dewan Hisbah Persis dalam istinbat hukumnya dalam masalah-masalah

yang tidak ditetapkan ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an dan al-
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Hadis diselesaikan dengan cara [jtihad Jama’i (kolektif) dengan

rumusan:

1. Tidak menerima ijma’ secara mutlak dalam bidang ibadah, kecuali
ijma’ sahabat.

2. Tidak menerima giyas dalam ibadah mahdah, sedangkan dalam
masalah-masalah ibadah ghairu mahdah, giyas dapat diterima
selama memenuhi persyaratan giyas.

3. Apabila terjadi pertentangan dalil (7a’arud al-adillat), maka langkah
yang ditempuh adalah menggabungkan (tarigah al-jam’i) selama
memungkinkan, mencari dalil yang lebih kuat (tharigat al-tarjih),
dan melakukan penghapusan (farigah al-naskhi) apabila urutan
(yang lebih awal dan lebih akhir) dalil dapat diketahui lebih dahulu.

4. Dalam berijtihad, Dewan Hisbah Persis menggunakan kaidah-kaidah

usul figh sebagaimana lazimnya para fuqaha.

5. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab

(aliran), tetapi pendapat imam mazhab menjadi bahan pertimbangan
dalam mengambil keputusan hukum, sepanjang sejarah dengan jiwa

al-Qur’an dan as-Sunnah.

B. Saran-saran
1. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis, perlu untuk
menerjemahkan hukum zakat profesi ini dalam konteks petunjuk teknis

pelaksanaan sehingga mampu dijadikan pedoman pada tataran riil di
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lingkungan warga Muhammadiyah dan Persis khususnya dan umat Islam
umumnya. Terutama dalam hal penghitungannya, Muhammadiyah dan
Persis perlu menetapkan secara pasti, sehingga mampu dipedomani oleh
warga Muhammadiyah dan warga Persis khususnya dan umat Islam pada
umumnya.

. Dalam rangka pendidikan dan pembelajaran masyarakat dan untuk
menambah kemantapan sehingga tidak terjebak oleh taklid, dalam hal ini
Majelis Tarjth Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis berkewajiban
mensosialisasikan zakat profesi ini beserta argumentasi metodologis yang
dilakukannya dalam penetapan hukum zakat profesi ini pada warga

Muhammadiyah dan warga Persis dan umat Islam umumnya.
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